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Editorial

Keragaman di Indonesia telah tersohor hingga ke mancanegara. Sejak dahulu, negara kita
dikenal sebagai negara multicultural, multirasial, bahkan multiagama, sehingga tidak heran
jika banyak sekali keanekaragaman budaya dan etnis atau suku berkembang di dalamnya.
Selain itu, pemerintah Indonesia mengakui enam agama yaitu Islam, Protestan, Katolik,
Hindu, Buddha dan Konghucu, sehingga dapat merangsang pertumbuhan yang heterogen.
(indonesia.go.id, 2020). Oleh karena itu, Perbedaan agama dan heterogenitas menjadi
sebuah keniscayaan di masyarakat, karena perbedaan agama dapat memicu perpedaan
pada cara pandang ‘point of view” dalam menyikapi suatu persoalan. Hal ini akan
menimbulkan “The Big Question” yang seolah menjadi pertanyaan retoris yaitu sudah
siapkah kita menerima dan menghadapi perbedaan?

Perbedaan dan keragaman agama yang ada di Indonesia dianggap menjadikan kita rentan
atau resisten terhadap konflik baik yang berkaitan langsung dengan agama maupun budaya.
Sebagai contoh sebagaimana diungkapkan oleh saudara Hamdan Arief bahwa telah terjadi
pembakaran rumah ibadah (masjid) di Tolikara, Papua yang kabarnya dipicu oleh suara
speaker yang dipasang kaum muslimin setempat saat akan melaksanakan shalad "led. Hal
inilah yang memicu dan mengusik kenyamanan umat agama Nasrani setempat, sehingga
hal terburukpun terjadi. Apabila kita mencoba menarik benang merah pada persoalan ini
sebenarnya bertitik tolak pada masalah toleransi antar umat beragama. Semakin beragam
dan banyaknya pemeluk agama-agama yang ada di negara kita, maka seyogyanya semakin
besar pula rasa toleransi kita kepada pemeluk agama lain terlebih saat umat agama lain
melaksanakan ibadahnya. Tentunya dengan memperhatikan norma-norma dan kesantunan
sehingga tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan ibadah yang kita laksanakan. Bagaimana
mungkin pada saat yang bersamaan kita sedang beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa,
di saat itu pulalah kita sedang melaksanakan kedzaliman? Ada ketimpangan sehingga perlu
dicermati bersama.

Kerentanan itu tidak hanya menimpa pada relasi antar agama saja, akan tetapi dapat
menjalar pada internal suatu agama sebagai contoh dalam memahami perbedaan (ikhtilaf)
dalam agama Islam. Terlebih lagi dalam memahami kultur budaya, ada yang
menggolongkannya dalam bid " ah yang dilarang namun ada pula yang menerjemahkannya
sebagai pendukung yang dapat mewujudkan tujuan syariat. Ahmad Zarkasi dalam Review
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Buku-Bid'ah di Masjid: Antara Perilaku dan Hukum dalam Peribadatan mencontohkan
adanya tabuhan bedug sebelum adzan dikumandangkan, bukan berarti ia menggantikan
adzan melainkan hanya memberikan informasi agar lebih sampai kepada masyarakat. Jika
hanya adzan saja yang dikumandangkan khawatir suara tidak sampai ke penjuru wilayah
karena di zaman kemunculan bedug, masyarakat belum familiar dengan pengeras suara.
Melihat realita keragaman di masyarakat ini, maka Kementertian Agama memiliki peran
penting untuk dapat menjadi “regulator” sekaligus “moderator” untuk menjembatani
keresahan masyarakat agar umat beragama yang ada Indonesia memiliki “semangat
bertoleransi” dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Terlebih lagi, umat Islam
memiliki Majelis Ulama Indonesia yang fatwa-fatwanya diharapkan dapat mengatasi
kegundahan masyarakat khususnya di Indonesia. Sebagaimana ditulis oleh Fuat Hasanudin
dalam ljtihad Magashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi
Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia) di mana MUI menggunakan pendekatan magqashid
asy-syari ah dalam melakukan ijtihad, maka diharapkan dapat memberikan angin segar bagi
masyarakat sehingga tidak was-was dalam menjalankan fatwa-fatwa tersebut.

Masih banyak problematika hukum yang timbul dan berakar dari keragaman dan perbedaan.
Setidaknya editorial ini dapat memberikan gambaran singkat tentang arti dari sebuah
keragaman dan semoga kita mampu menjawab pertanyaan: Siapkah kita menerima dan

menghadapi perbedaan?

Editorial,

Agustus 2019

vil
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ABSTRACT

This book is presented and prepared as a guidance, shield and at the same time as an ammunition
of argumentations . This book that is quite rich in Shari'a information relating to the mosque starts
from how to build until how to enliven it. As well as being a guidance, that can be used to conduct
the caretakers and nadzir mosque land from the attack of bid ah accusations from several parties
who are observing the traditions of the Indonesian mosque. Not only that, this book also provides
many good argumentations to provide a "counterattack” for accusations of bi'dah posted. The
author of the book gives an explanation about bid ah that is not part of the law, but it is a behavior
that requires law, so bid ah is not the law itself. That what has become a tradition in many
Indonesian mosques is indeed a bid'ah, but the bid'ah that occurs is the bid'ah hasanah which is a

novelty that is permissible and based on strong religious arguments.

Keywords: Mosque, Bid'ah, Tradition, Law, Worship

ABSTRAK
Buku ini disajikan sebagai pegangan, tameng dan sekaligus amunisi. Pegangan yang cukup kaya
akan informasi syariat berkaitan dengan masjid dimulai dari cara membangun hingga cara

meramaikannya. Sekaligus menjadi tameng, atau benteng yang bisa dijadikan tempat bertahan
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para pengurus serta nadzir tanah masjid dari serangan tuduhan bid’ah dari beberapa pihak yang

memang rajin menguliti tradisi-tradisi masjid Indonesia. Bukan hanya tempat bertahan yang baik,

buku ini juga memberikan amunisi yang baik guna memberika “serangan balik” atas tuduhan-

tuduhan bi’dah yang dilayangkan. Penulis buku memberikan penjelasan tentang bid’ah yang

bukan merupakan bagian dari hukum, akan tetapi ia adalah perilaku yang membutuhkan hukum,

bid’ah bukanlah hukum itu sendiri. Bahwa apa yang sudah menjadi tradisi di banyak masjid

Indonesia memang betul itu adalah bid’ah, akan tetapi bid ah yang terjadi adalah bid’ah hasanah

yang merupakan kebaruan yang boleh dan berdasar dalil dan argument agama yang kuat.

Kata kunci: Masjid, Bid ah, Tradisi, Hukum, Ibadah

MENATA ULANG PENGERTIAN
MASJID

Seperti peribahasa yang masyhur; “sekali
mendayung, dua tiga pulau terlewati”. Itu
mungkin yang bisa disematkan kepada buku
ini, “Ada Bid’ah di Masjid?”. Sebab jika kita
buka isinya, ternyata memang bukan hanya
masalah bid’ ah saja yang dibahas, akan tetapi
jauh dari pada itu banyak informasi tentang
masjid disediakan. Dari mulai definisi masjid,
sejarah, penggunaan dan kedudukan dalam
syariah serta bagaimana harusnya masjid itu
dibangun. Tidak sampai situ, penulis buku juga
menyampaikan informasi tentang apa itu
bid’ah layaknya di kelas kuliah dengan sumber
yang variatif dan kaya. Walaupun tidak bisa
dipungkiri dalam penjelasannya terdapat
beberapa subjektifitas penulis, dalam batas
yang cukup wajar.

Ada atau tidaknya bid’ah di masjid,
membuat penulis membeberkan dulu tentang
apa itu yang disebut masjid dalam pandangan
banyak sarjana muslim. Adanaya informasi
pendahuluan tentang definisi masjid dan
batasannya, penulis buku seperti sedang
membuat rak-rak pikiran pembaca menjadi
teratur; karena tidak diajak langsung untuk
memberikan hukum apakah tradisi yang ada di
masjid itu bid ‘ah.

Karena memang tanpa disadari bahwa
banyak di antara muslim yang tidak paham
tentang batasan masjid. Mereka anggap bahwa
jika sudah digelar sejadah layak dianggap
masjid. Sehingga memasukinnya dibebankan
kesunahan tahiyat al-masjid, padahal belum
tentu itu masjid. Termasuk fungsi dan
kegunaan bangunan atau tanah masjid itu
sendiri ditekankan sejak awal pembukaan buku

ini. Dengan demikian, pembaca menjadi
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terbuka bahwa masjid itu tenyata memang
bukan hanya dijadikan untuk
melaksanakan ibadah ritual shalat saja, jauh

tempat

lebih dari itu, sejarahnya masjid digunakan
untuk banyak kegiatan, termasuk
penyimpanan harta zakat.

Batasan bangunan yang disebut masjid
sehingga berlaku di atasnya hukumnya masjid,
dan manakah bagian yang tidak termasuk
dalam kategori masjid pun dijelaskan dengan
amat sangat baik. Sehingga menghilangkan
kebingungan yang ada di kepala pembaca
tentang —seperti- pos security di halaman depan
masjid sebagai masjid atau bukan, serta toilet
yang menempel di tembok belakang masjid itu
bagian dari masjid atau bukan, serta halaman
parkir kendaraan, baik sisi depan dan belakang
masjid, apakah kemudian tetap menjadi lahan
yang terlarang dimasuki oleh orang dengan
hadats besar atau tidak. Terjawab sejak awal

pembukaan buku ini.

Menyulap Parkiran Menjadi Masjid
Portable
Sebagai contoh di Ibu Kota, populasi
penduduk yang berada di dalamnya menjadi
sangat membengkak di setiap senin sampai
jumat antara pukul 6 pagi hingga sore hare
yaitu pukul 6 sore. Hal itu membuat beberapa
pemangku kebijakan agama bertanggung
jawab untuk menyediakan tempat ibadah yang
dapat menampung banyaknya jumlah umat

tersebut. Terlebih lagi pada hari jumat, dengan
204

jumlah umat “kiriman” dari kota penyanggah
yang tidak bisa dikatan sedikit dan di sisi lain
jumlah masjid yang sangat terbatas serta ruang
jalan yang tidak mungkin digunakan sebagai
tempat ibadah membuat banyak pengelola
gedung akhirnya menyulap beberapa bagian
dari gedung sebagai masjid untuk jumatan.
Perubahan tersebut terlihat mulai
halaman gedung, parkiran baik yang basement
atau roofiop, juga aula ball room besar serta
ruang rapat, berubah seketika menjadi tuan
rumah jumatan bagi para pekerja dan umat
islam di sekitaran gedung tersebut. Sah atau
tidaknya shalat jumat yang dilakukan di tempat
yang bukan masjid tidaklah menjadi sebuah
problematika atau polemik. Karena dalam
literasi madzhab al-Syafi’iyyah yang dianut
oleh hampir seluruh umat Indonesia,
melegalkan jumatan dilakukan tidak di tanah
masjid. Asalkan jika mendapat izin dari
penguasa dan jumah jamaah

mencapai batas minimal, yakni 40 orang

setempat

mukallaf, maka jumatan menjadi sah untuk
dilangsungkan.

Yang menjadi masalah selanjutnya
adalah, penghormatan yang dilakukan oleh
umat yang masuk ke dalam masjid portable
tersebut. Tidak sedikit dan memang hampir
semua yang masuk ke arena tersebut
melaksanakan dua rakaat shalat, layaknya
shalat tahiyatul masjid, padahal bukan masjid.
Apakah memang shalat itu bisa dikerjakan di

masjid portable seperti itu? Menariknya,
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pengetahuan tentang masjid pun masih minim
di antara orang-orang yang menjadi pengelola
salat jumat (baca: jumatan) tersebut.

Beberapa ahli agama yang saya temui
membolehkan shalat tahiyatul-masjid di
tempat yang dijadikan untuk shalat walaupun
sifatnya temporer yang sejatinya bukan masjid.
Ini artinya tahiyatul-masjid tetap sunnah di situ.
Seperti lapangan untuk shalat jumat atau led,
atau juga gedung yang salah satu lantainya
dijadikan tempat shalat jumat untuk para
pegawai di kantor-kantor gedung tersebut.
Mereka beralasan bahwa ketika tempat
tersebut dijadikan tempat shalat, maka hukum
masjid pun berlaku. Di antara penguatnya
adalah hadits Nabi saw. yang menyatakan
bahwa semua tanah adalah masjid yang bisa

dijadikan tempat sujud.
S5 3 et i B 08
fsdbs 1donts
Dari Jabir bin Abdullah ra bahwa
Rasulullah ~ SAW  bersabda'"Telah
dijadikan tanah seluruhnya untukkku

dan ummatku sebagai masjid dan
pensuci. (HR. Al-Bukhari)

Jadi tidak mesti shalat tahiyatul masjid itu
di masjid dalam arti sebuah bangunan yang
dikhususkan untuk sebuah masjid. Dengan ini
apapun tempatnya, selama itu dijadikan tempat
shalat, maka ada kesunahan (kewajiban bagi
wajib)  untuk

yang berpendapat shalat

tahiyatul-masjid.

Sedangkan di sisi lain, saya —dengan
keterbatasan referensi- belum menemukan ada
ulama dari kalangan salaf (ulama empat
madzhab) yang mengatakan pendapat di atas,
bahwa shalat tahiyatul masjid boleh di

lapangan yang dijadikan masjid.

Masjid Punya Definisi dan Hukum
Khusus

Dalam istilah figih, masjid mempunyai definisi
yang khusus untuk membedakannya dengan
bangunan-bangunan lainnya. Dan lebih jauh
dari itu, masjid punya hukum yang tidak
dimiliki oleh bangunan-bangunan lain. Sheikh
Muhammad ~ ‘Amim
kitabnya al-Ta'’rifat al-Fighiyyah (kamus
istilah-istilah ~ figih), memberikan

al-Barokati, dalam
definisi
definisi masjid yang lengkap dan memberikan
Beliau

kejelasan batasan-batasannya.

mengatakan:
dar : d3h Vs UG @las F1 238
b Al O30y Ay b 37505 i
"Tanah (tempat) yang dijadikan oleh
pemiliknya sebagai masjid, dengan
ikrar: Aku jadikan tempat ini sebagai
masjid, dimana jalannya disiapkan

dan  dikumandangkan adzan di
dalamnya.”

Demikian pula apa yang didefinisikan
oleh Muhammad Rawis Qal’ajiy dan Hamis
Shadiq Qunaibiy dalam kitabnya Mu jam
Lughah al-Fuqaha’ (kamus bahasa ahli figih)

dengan defisini yang sama seperti al-barokati
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dan bahkan lebih spesifik tentang keharusan
adanya wakaf untuk tanah masjid. Mereka
menyebut:

algll e ad 33eall Jef bt oL

Tempat yang disiapkan untuk shalat
untuk selamanya

Kalimat  “selama-lamanya”

yang
disebutkan dalam definisi ini memberikan
isyarat yang nyata bahwa memang tanah

masjid, bukanlah tanah yang bisa

dialihfungsikan secara sembarangan, karena
jika sudah dikhususkan, maka pengkhsususan
itu berlaku untuk selamanya. Dan itu bisa
terjadi jika memang tanah tersebut diwakafkan.
Karena wakaf salah satu maknanya adalah a/-

habs yakni memenjarakan. Maksudnya
memenjarakan tanah tersebut untuk tujuan
awal tanah itu dipenjarakan (dibatasi)
fungsinya.

Ini sejalan dengan apa yang dijelaskan
oleh Imam al-Thabari dalam kitab tafsirnya a/-
Jami’ Li Ahkam al-Qur’an bahwa masjid
adalah “al-Buq’ah” atau spot, atau juga
sebidang tanah yang kepemilikannya
diserahkan kepada Allah Swt.

diwakafkan) untuk digunakan sebagai tempat

(baca:

shalat lima waktu. Jadi, syarat masjid dari
definisi di atas bisa dirumuskan; [1]
diwakafkan, dan [2] didirikan shalat lima
waktu. (Al-Thabari, 2000, p. 78)
Kebingungan antara dua pendapat terkait

dengan masjid, apakah harus berdiri di tanah

206

wakaf atau didirikan dengan format atau teknis

portable,
sewaktu-waktu bisa dialihfungsikan untuk

tujuan lain, saya melihat semua itu akan lenyap

di ruangan atau tempat yang

ketika membaca buku ini. Menurut saya,
penulis buku berhasil memberikan penjelasan
yang cukup —walaupun tidak rinci- untuk
meyakinkan bahwa masjid adalah tanah yang
mulia. Dan kemuliaan tersebut dihasilkan jika
tanah tersebut bersanding namanya dengan
nama “Allah”, sehingga disebut Rumah Allah.
Dan penyandingan tersebut hanya bisa
didapatkan jika tanah tersebut dibebaskan dari
kepemilikan manusia, yakni dengan cara
wakaf.

Dan salah satu masalah hukum yang
berkaitan erat dengan masjid adalah shalat
tahiyatul masjid itu sendiri. Sering terjadi
kebingungan  yang  disebabkan  oleh
ketidaktauan masyarakat terhadap definisi
masjid, sehingga membuat banyak orang yang
melakukan salat dua rakaat sunnah tersebut
pada tempat yang tidak masuk dalam kategori
masjid. Karenanya buku ini menjadi rujukan
yang layak jika ingin tahu apa dan bagaimana

masjid itu sendiri.

SHALAT TAHIYAT
PENGHORMATAN
Shalat fahiyatul masjid adalah ibadah sunnah

ADALAH

yang memiliki banyak hikmah. Ulama
mengatakan bahwa salah satu hikmah shalat

tahiyatul masjid adalah sebagai pernghormatan
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kepada masjid yang merupakan Rumah Allah
Swt. yang terikat di dalam tanah yang dijadikan
masjid itu dengan hukum-hukum syariah.
Di antara hukum-hukum yang terkait
masjid diantaranya yaitu:
1. Satu-satunya tempat yang sah untuk
beri’tikaf,
2. Tempat Suci, laki-laki junub dan
wanita haidh terlarang masuk,
3. Haram dimasuki oleh orang kafir
(madzhab Imam Malik),
4. Ada larangan melakukan transaksi
jual beli di dalamnya,
5. Adanya ke-makruh-an bagi yang
memakan makanan yang berbau

menyengat untuk masuk masjid.

Selain ini masih banyak hukum terkait
masjid yang sulit untuk disebutkan satu
persatu. Artinya memang adanya kesunahan
tahiyatul masjid itu memang bukan tanpa
sebab dan hikmah. Dengan demikian, jika ada
bangunan atau tanah yang tidak memiliki
hukum masjid, maka tidak disyariatkan di
tempat tersebut untuk melakukan shalat
tahiyatul masjid.

Maksud hadis Nabi saw. terkait tanah
disebut sebagai “masjid”’, itu dalam artian
bahwa tanah manapun bisa dijadikan tempat
syjud bagi orang muslim untuk melakukan
shalat. Jadi di manapun ia kedapatan waktu
shalat, maka tanah yang menjadi tempat berdiri
itu adalah tempat yang sah untuk mengerjakan

shalat walaupun bukan masjid. Sebagaimana
kelanjutan hadits tersebut yang artinya tanah
tersebut hanya bisa untuk shalat tapi ia tidak
punya “hurmah” [%_a] sebagaimana masjid
dalam arti masjid yang sebenamya. Karena
tidak adanya Aurmah dan hukum tersebut,
tahiyat hanya bisa dilakukan di masjid dalam
arti bangunan yang diwakafkan untuk shalat
lima waktu.

Jadi, salat sunnah tahiyatul masjid itu
syariat yang dikhususkan untuk dilakukan di
tanah yang bernama masjid secara syariat.
Tidak bisa dilakukan di tanah yang bukan
masjid, seperti lapangan, gedung kantor,
apalagi perkiran. Karena yang namanya masjid
haruslah tanah yang diwakafkan dan didirikan
di dalamnya shalat lima waktu.

Berbeda dengan tempat parkir atau
gedung kantor tersebut. Keduanya tidak dapat
dikatakan sebagai masjid karena beberapa
alasan. Pertama, karena kedua hal tersebut
bukanlah bangunan yang didirikan di atas
tanah wakaf (diwakafkan), melainkan tanah
kantor yang fungsinya untuk bekerja, atau
parker kendaraan. Kedua, tidak didirikan di
dalamnya shalat lima waktu. Ruangan khusus
di salah satu lantai di gedung kantor itu,
walaupun memang difungsikan sebagai tempat
ibadah shalat. Karena kalau para pekerja kantor
pulang, tidak ada lagi yang shalat di dalamnya.
Mungkin hanya shalat zuhur dan ashar yang
dilaksanakan di tempat itu, selebihnya tidak

ada.
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Karena tanah atau lokasi tersebut bukan
berstatus tanah wakaf maka hal ini dapat
berimplikasi pada perubahan peruntukan tanah
yang bisa berubah sewaktu-waktu. Apabila
sewaktu-wakt kantor tersebut pindah tempat,
maka hilang pula tempat ibadah yang ada di
dalamnya. Ini artinya memang tidak ada tanah
khusus yang independen untuk shalat di tempat
tersebut. Berbeda dengan masjid yang punya
kehormatan, sejak awal didirikan, statusnya
tetaplah wakaf milik Allah Swt., sampai hari
kiamat dan tidak sekalipun dialihfungsikan.

TIDAK
JAMD’
Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa buku

SEMUA MASJID ADALAH

ini dari segi variasi sub tema adalah buku yang
lengkap, walaupun tidak begitu untuk isian
materi di setiap sub tema tersebut. Penulis buku
memberikan penjelasan tentang penamaan
masjid yang bervariasi yang banyak dipakai
dan disebut oleh kebanyakan orang Indonesia.
Dari mulai langgar, surau, mushalla, tajug,
dan juga sejenisnya. Juga tidak ketinggalan
pembahasan tentang penyebutan masjid jami .

Jami’ secara bahasa artinya adalah

sesuatu yang menghimpun, atau
mengumpulkan dalam jumlah banyak. Jika itu
dirangkai dengan kata masjid, maka

maksudnya adalah masjid yang menghimpun
banyak umat. Umumnya jika masjid itu disebut
sebagai masjid Jami’, dalam tradisi ilmu figih,

itu berarti masjid tersebut adalah tuan rumah
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untuk shalat jumat yang digelar di kampung
atau distrik tersebut. Karena memang ada
ketentuan —terlebih dalam madzhab al-
Syafi’iyyah- bahwa shalat berjamaah lima
waktu bisa dikerjakan di masjid atau langgar
manapun. Akan tetapi jika shalat jumat datang,
pelaksaannya hanya boleh dilakukan di satu
tempat yang bisa menghimpun atau
mangakomodasi banyaknya umat. Adapun
masjid yang bisa menampung itu disebut
dengan masjid Jami.

Penulis buku mengutip pemyataan al-
Zarkasyi dalam kitab I’lam al-Sajid bi Ahkam
al-Masajid, bahwa setiap Jami’ itu masjid,
akan tetapi tidak semua masjid itu Jami’;
karena Jami’ adalah tempat yang digunakan
untuk shalat jumat dan shalat ‘led.

Awal sejarahnya muncul istilah masjid
Jami’ itu sudah muncul sejak Nabi saw. hidup
dan berkegiatan ibadah di masjid Nabawi yang
mana ketika itu, populasi umat Islam mulai
melebar dan bertambah banyak, itu juga
menyebabkan banyaknya kegiatan masyarakat
Islam yang melebar dan berjauhan dengan
masjid Nabawi. Oleh sebab itu, Nabi saw.
mengizinkan para sahabat untuk mendirikan
masjid sebagai tempat ibadah selain masjid
Nabawi. Masjid-masjid tersebut dinamakan
dengan masjid Masjid Lokal -begitu penulis
buku menjelaskan-. Sedangkan untuk kegiatan
shalat jumat yang memang harus difokuskan di

satu tempat dan menghimpun orang banyak,

itu hanya dilakukan di masjid Nabawi. Hanya
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saja memang penggunaan istilah Jami® itu
belum terjadi pada saat Nabi saw. hidup. Itu
baru muncul ketika masanya khalifah Umar
bin Khathab yang memberikan instruksi
bahwa tidak ada jumatan kecuali di satu tempat
sebagai bentuk ekspresi kesatuan umat. Dan
tuan rumah shalat jumat (baca:jumatan) itulah
yang disebut dengan Jami".

Di Indonesia, sejarahnya tidak beda
dengan apa yang terjadi di zaman Nabi saw.
dalam hal penamaan salah satu masjid sebagai
Jami,; yakni masjid itulah yang menjadi tuan
rumah jumat yang dapat menghimpun dan bisa
mengakomodasi banyaknya jumlah umat
Islam yang ada. karena populasi
penduduk  yang bertambah,
kebutuhan untuk Jami* dalam satu desa bahkan

Tapi

semakin

menjadi sangat perlu, akhirnya dalam satu desa
atau kampung terdapat dua masjid Jami" atau
lebih.  Ditambah  lagi  kantor-kantor
pemerintahan dari tingkat desa sampai nasional
pun mendirikan masjid sebagai wahana
kegiatan agama para aparatur-nya sekaligus
menjadi tempat dilaksanakannya shalat jumat,
itu pun disebut jami’. Akan tetapi penyebutan
Jami’  untuk  masjid-masjid  kantor
pemerintahan mulai bergeser dan berubah

menjadi nama masjid Agung atau Masjid Raya.

MASJID ADALAH RUMAH ALLAH

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari
penulis buku, beliau kemudian memberikan
satu sub tema tentang penggunaan istilah

rumah Allah untuk salah satu penyebutan
masjid. Karena sejak awal penulis buku sudah
menyebut istilah itu beberapa kali, dan agar
tidak dipahami oleh pembaca bahwa Allah itu
punya rumah; yang berarti Allah bertempat,
penulis buku memberikan penjabaran yang
cukup detil soal ini. Dan hal wajar memang jika
mendengar istilah tersebut, orang kemudian
beranggapan bahwa “rumah Allah ya masjid”.
Dan akhimya membuat beberapa di antara
mereka beranggapan ternyata Allah punya
tempat.

Dalam keyakinan Ahlu as-Sunnah wa al-
Jama’ah, seorang muslim haruslah punya
keyakinan  fanzih, = yakni = maknanya
mensucikan Allah. Dan tanzih itu mencakup
beberapa hal; yaitu kesucian Allah dari tasybih
(penyerupaan dengan makhluk), kesucian
Allah dari fajsim (pentajsim-an Allah; yakni
Allah berbentuk tubuh). Termasuk bagian dari
tanzih adalah kesucian Allah dari segala
dimensi, arah dan juga tempat. Hal ini semua
berangkat dari apa yang sudah ditetapkan oleh
Allah sendiri bahwa Dia tidak menyerupai
apapun; laisa kamitslihi syai 'u (al-Syura: 11).

Sederhananya, jika memang Allah punya
rumah itu berarti Allah butuh tempat untuk
tinggal, sedangkan kebutuhan akan tempat
tinggal itu adalah sifat yang dimiliki oleh
makhluk, dan sulit untuk bisa diterima akal jika
tuhan sama (disamakan) seperti makhluk
untuk

ciptaan-Nya. Dan juga mustahil

mengatakan bahwa Allah punya rumah; karena
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tempat yang ditempati biasanya lebih besar
dari yang menempati, jadi apa mungkin kita
mengatakan ada benda yang lebih besar dari
Allah? Karena itu sifat-sifat makhluk tersebut
harus dihilangkan dari sifat Allah Swt.
Al-Bagillani (w. 403 H), salah satu
pengikut al-Asya’ry; yang menerut penulis
buku adalah represantasi dari akidah AAlu as-
Sunnah wa al-Jama’ah dalam kitabnya al-
Inshaf mengatakan: “al-Rahman ‘ala al-Arsy
Istawa” (Allah bersemayam di atas Arsy) kami
katakana bahwa Allah telah menyatakan hal
itu. Kami memutlakkan hal itu dan redaksi-
redaksi sejenis yang ada dalam al-Quran dan
as-Sunnah. Namun kami me-nafi-kan tanda-
tanda kebaruan (amarat al-huduts). Kami
katakan, istiwa-nya Allah tidak sama dengan
istiwa-nya makhluk. Kami tidak mengatakan
bahwa Arsy bagi Allah sebagai tempat, karena
Allah ada tanpa tempat, maka saat
menciptakan tempat Dia tidak berubah dari
ada-Nya.
Maka,
baitullah atau yang diartikan dengan rumah

Allah tidak boleh diartikan sebagai rumah

dengan penjelasan ini, kata

sebagai tempat tinggal Allah, sehingga
meniscayakan keyakinan menyimpang bahwa
Allah membutuhkan tempat tinggal. Perlu
diketahui  juga idhafah

penyandingan dan penyandaran

bahwa atau
sesuatu
kepada lafadz al-jalalah; yaitu Allah, itu berarti
penyandingan untuk tujuan memuliakan. Yang

dalam bahasa Arab disebut dengan istilah
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Idhafah li al-Takrim, Idhafah li al-Tasyrif,
Idhafah Tasyrifiyah atau Idhafah Takvimiyah.
itu berarti bahwa rumah Allah itu artinya
adalah rumah yang mendapat kemuliaan dari
Allah Swt. karena dijadikan sebagai tempat
sujud kepada-Nya.

Idhafah  Tasyrifiyah memiliki banyak
contoh yang kita temukan dalam al-Qur’an,
diantaranya: Nagatullah (unta Allah) juga
Ardhullah (tanah Allah) pada surat al-A’raf
ayat 73. Ruhana atau ruhullah (rah Allah) pada
surat Maryam ayat 17. Ibadallah (hamba-
hamba Allah) dalam surat al-Shaffat ayat 40.
Dan juga Rasulullah (utusan Allah) dalam
banyak ayat disebutkan.

Nama-nama yang disandarkan kepada
Allah itu adalah nama mulia karena jenis
penyandarannya (Idhafah) adalah idhafah
Tasyrifivah atau penyandaran kemuliaan.
Maka itu tidak bisa kalimat ruhullah diartikan
sebagai  Allah itu sendiri, schingga
menimbulkan kekacauan dalam keyakinan
bahwa Allah memiliki ruh. Ayat 17 dalam
surat Maryam:

Maka kami mengadakan tabir (yang
melindunginya) dari mereka; lalu
kami mengutus ruh kami kepadanya,
maka kami menjelma di hadapannya
(dalam  bentuk) manusia  yang
sempurna. (Q.S. Maryam : 17)

Makna ruh dalam ayat di atas adalah

malaikat Jibril; karena tidak mungkin Allah
mengutus dirinya sendiri. Istilahnya al-Mursil
laisa al-Mursal; yang pengutus bukanlah yang
diutus.



al-Mawarid: J. Sy. & Hk. 1: 179-201 (2019)

Kemudian, penulis  buku

juga
memberikan bukti dan argumen lain yang
makin  menguatkan,

termaktub dalam surat al-Nisa ayat 171:

seperti apa yang

“Sesunguhnya Isa putra Maryam
adalah utusan Allah dan (diciptakan
dengan) kalimat-Nya yang
disampaikan-Nya kepada Maryam,

’

dan dengan tiupan ruh dari-Nya”.

Imam Ibn Katsir menafsirkan kalimat
Ruhun-minhu (ruh dari-Nya) dengan beberapa
pendekatan tafsir atau fa’wil. Mengutip
pendapat salah seorang ulama dari kalangan
tabi’in, Mujahid, ruhun-minhu diartikan
dengan Rasulun-minhu (utusan dari-Nya).
Sementara pendapat lain mengartikan ruhun-
minhu  itu  dengan  Mahabbatun-minhu
(sebentuk cinta dari-Nya). Dan imam Ibn
Katsir lebih memilih pendapat yang pertama,
bahwa nabi Isa adalah seorang yang diciptakan
dari ruh yang juga diciptakan. Lalu ruh itu
disandarkan ~ kepada  Allah,  karena
kemuliaannya (idhafah Tasyrifivah). Sama
seperti penyandaran kata Nagah (unta) dan bait
(rumah) kepada Allah Swt.

Penulis buku secara baik memberikan
penjelasan bahwa rumah Allah yang sering
disematkan kepada masjid bukanlah rumah
sebagai tempat tingal Allah Swt.. Ahlu as-
Sunnah wa al-Jama’ah berkayakinan bahwa
Allah tidak bertempat dan tidak memiliki arah.
Kata bait atau rumah yang disandarkan kepada

Allah sebagai bentuk kemuliaan bangunan

tersebut dibanding bangunan-bangunan lain.
Ini yang disebut sebagai idhafah tasyrifiyah,
idhafah takrimiyah.

BID’AH ADALAH PRILAKU BUKAN
HUKUM
Poin penting yang juga mesti di-highlight dari
buku ini adalah bagaimana penulis buku
menjelaskan dengan caranya tetang definisi
bid'ah yang mana kesimpulannya adalah
bahwa bid’ah itu adalah prilaku, jenis
pekerjaan dan bukan merupakan hukum
syariah yang bisa disematkan pada ritual-ritual
yang terjadi di dalam masjid. Karenanya,
penulis buku memulai bagian ini dengan
definisi  bid’ah itu sendiri, lalu setelah
mendefinisikan apa itu hukum syariah dan
kemudian membandingkan antara keduanya.
SR = 0 gl fal G AT G g Ko
— ol e B
Bid’ah adalah pekerjaan yang tidak ada

pada zaman Nabi saw., (Qawaid al-Ahkam
2/204)

Penulis buku memberikan penegasan
tentang bid’ah itu adalah perilaku bukan
hukum dari sumber yang biasa dijadikan
rujukan oleh para penuduh bid’ah dan yang
menganggap bahwa bid’ah itu adalah hukum.
Imam al-Syathibly mendefinisikan bid ah
dalam kitabnya al-I tisham sebagai berikut:
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Jalan/cara dalam agama yang baru dibuat,
menyaingi syariah, dibuat dalam tangka
berlebihan dalam beragama (al-I’tisham
1/47)

Secara sederhana, bid 'ah adalah prilaku
atau pekerjaan yang mana pekerjaan itu
berkaitan erat dengan ritual agama yang mana
prilaku tersebut tidak dikenal di masa
kenabian, alias baru dikerjakan belakangan.
Akan tetapi bid ah itu sendiri bukan hukum,
melainkan sesuatu yang memang butuh
dihukumi.

Umat Islam pun sudah sepakat secara
keseluruhan bahwa hukum syariat yang
mereka miliki hanya ada lima, yakni: wajib,
sunnah, mubah, haram, makruh. Dan tidak ada
hukum keenam bernama bid ah. Sementara,

ulama mendefinisikan hukum dengan:
sy Gl bl Flasddl ¢330 Goiles

Titah syariah (Allah) yang berkaitan
dengan prilaku-prilaku mukallaf, dalam
bentuk perintah dan larangan (igtidha’),
pilihan atau kebolehan (takhyiir), dan juga
dalam bentuk penetapan sesuatu sebagai
syarat, sebab dan juga penghalang
(wadh’i). (syarah Mukhtashar raudhah
1/254)

Dan  memang  seperti  menjadi
kesepakatan seluruh ulama ushul-figh, bahwa
makna hukum adalah titah, yang terkait dengan

oleh
yakni

larangan dan perintah yang kemudian berbuah

perilaku-perilaku  yang  dikerjakan
mukallaf, dalam bentuk igtidha’;
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menjadi hukum wajib, sunnah, makruh dan
haram. Serta titah dalam bentuk pembiaran
atau pemberian pilihan akan sesuatu yang
berbuah hukum mubah.

Barulah setelah itu, penulis buku mulai
memberikan  penjelasan bahwa  karena
memang bid’ah ini bukanlah hukum, ia
merupakan prilaku, dan prilaku itu dihukumi
sesuai dengan indikasi yang nyata pada prilaku
tersebut, apakah indikasi keharaman, atau
kewajiban, atau kesunahan, atau juga
kebolehan (mubah). Yang memang diarahkan
oleh penulis buku untuk para pembaca
mengakui adanya bid’ah yang baik, atau

bid’ah hasanah.
i of & o pes e & Susl i cls
e o g1y 5la B2 1 0igd (B
ad 3% Y ;3
Imam Syafi’i mengatakan tentang hadits
“setiap bid’ah itu sesat”, = perkara-
perkara baru itu 2 jenis, jenis pertama
adalah yang yang menyelisih kitab dan
sunnah, atau astar serta Ijma’, ini yang
namanya bid’ah dhalalah. Kedua adalah
perkara yangbaru dalam kebaikan yang

tidak ada perselisihan”. (Al-mantsur
1/218)

Makin menegaskan bahwa adanya bid "ah
hasanah apa yang disebutkan oleh Imam
Izzuddin dalam gawaid al-Ahkam:
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Bid’ah adalah pekerjaan yang tidak ada
pada zaman Nabi saw., dan ia terbagi
menjadi lima;, bid’ah wajib, haram,
mandub, makruh dan mubah. Cara untuk
mengetahui  hukum  bid'ah  tersebut,
kembalikan kepada kaidah-kaidah syariah,
kalau ia masuk pada kaidah wajib, maka ia

wajib ... dst”. (Qawaid al-Ahkam 2/204)

Pun diakui oleh Imam Ibn al-Atsir bahwa
ada bid’ah yang baik (hasanah) dan juga
bid’ah yang buruk, yakni sesuatu yang tidak
punya sandaran pada Syariah, sebagaimana

dijelaskan:
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Bid’ah itu dua jenis: Bid’ah Huda dan
bid’ah sesat. Seluruh yang menyelisih
perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya, itu
bid'ah yang masuk kategori tercela dan
munkar. Sedangkan apa yang masuk dalam
anjuran Allah Swt. dan Rasul-Nya, maka
itu masuk dalam kategori terpuji. (Al-
Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar
1/1006)

buku
meyakinkan kepada para pembaca bahwa apa
yang dilakukan belakangan dan itu tidak

Dengan  demikian, penulis

dikerjakan oleh Nabi saw. atau para sahabat

semasa Nabi saw. hidup tidak berarti kemudian

perkara tersebut dihukumi sebagai sesuatu
yang haram. Betul perkara tersebut dikatakan
sebagai bid’ah dalam arti perkara baru, akan
tetapi apakah status hukumnya otomatis
menjadi terlarang? Tentu ada rangkaian proses
istinbath yang lebih dalam lagi. Karena kalau
dimutlakkan bahwa segala yang tidak
dikerjakan Nabi saw. dan para sahabat itu
terlarang untuk dikerjakan oleh umatnya saat
ini, akan menjadi sangat sulit diterima oleh
akal; karena banyak hal yang baru dan terus
berkembang, sedang wahyu sudah berhenti

dan Nabi saw. sudah wafat.

ULAMA SALAFI (WAHABI)
MENGAKUI BID’AH HASANAH
Padahal kalau diteliti lebih jauh, ternyata ulama
dari kalangan salafi (Wahabi) pun yang kerap
menilai bahwa tradisi yang ada di masjid-
masjid nusantara itu sebagai bid’ah yang
haram dan terlarang, mengakui adanya bid ‘ah
yang baik alias hasanah, dan tidak haram. Dan
sayangnya banyak pengikut salafi (Wahabi)
yang hanya ikut menyebut tradisi-tradisi itu
bid’ah tapi tidak atau belum jauh meneliti
literasi ulama-ulama panutan mereka sendiri.
Dalam kitab al-Durar al-Saniyah fi al-
Ajwibah  al-Najdivah, yang merupakan
kumpulan fatwa-fatwa dari ulama-ualam Najd,
yang memang rujukan kalangan salafi
(wahabi), justru kita akan menemukan
adannya pembagian bid’ah yang baik atau

boleh dan bid’ah yang buruk, yang selama ini
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mereka selalu mengingkari adanya bid ah
yang boleh dan baik. Bahwa semua bid ah itu
buruk dan terlarang, maka tidak lagi diberikan
celah untuk mendekatinya tapi justru di dalam
kitab ini disebutkan sebaliknya, yaitu:

6o A oy a8 adty ol OIS G Cireal
Sprms o) Ay asla clj\jd\ < Lol

ol iy
Kami semua berlepas diri dari semua
bid’ah, kecuali bid’ah yang punya
sandaran dalil dalam syariat, seperti
mengumpulkan mushaf, tarawih berjamaah
vang dilakukan Umar, mengumpulkan
sahabat untuk taklim yang dilakukan Ibn
Mas’ud, dan sejenisnya, ini adalah baik.

Wallahu a’lam. (al-Durar al-Saniyyah fi
al-Ajwibah al-Najdiyyah 1/246)

Itu berarti sejatinya bid’ah yang berdasar
kepada dalil-dalil syariah itu ada dan boleh
bahkan hukumnya bisa saja dianjurkan. Dan
memutlakkan bahwa semua bid’ah itu adalah
haram terbantahkan dengan sendirinya bahkan
dari pihak yang sama. Karena itu, rasanya
sudah clear pembahasan bid’ah itu sendiri
apakah ada yang hasanah dan sayyi'ah?
Karena sumber salafi sendiri mengakui adanya
itu. Itu juga berarti ada titik yang bisa dijadikan
poin pertemuan antara dua kubu yang cukup
lama berseteru dalam definisi bid ‘ah ini.
Hanya saja, titik yang perlu dicari lagi sebagai
tempat pertemuan yang menyatukan adalah

pada titik “sandaran dalil”; karena bid’ah
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yang diterima dan boleh adalah bid’ah yang
punya sandaran dalil bagi kedua kubu, tapi
apakah dalil bagi kubu satu itu juga dalil yang
diterima oleh kubu yang lainnya? Sulit untuk
memastikan. Akan tetapi setidaknya sudah ada
tittk cerah dimana kemungkinan adanya

persamaan persepsi tentang bid ‘ah itu ada.

MASJID BERATAP MERU

Pembahasan menarik lainnya dalam buku
ini adalah masalah kubah masjid di banyak
daerah Indonesia, khususnya Jawa yang
berbentuk meru, tidak setengah lingkaran yang
sudah banyak dipakai oleh masjid-masjid di
negara muslim lain. Bentuk meru itu adalah
bentuk atap tumpang tindih seperti punden
berundak, biasanya jumlah atap yang tumpang
tindih itu ganjil. Beberapa sumber menyebut
bahwa bentuk atap meru adalah budaya yang

dipakai oleh orang-orang Hindu dalam
pembuatan atap pura mereka.
Penulis buku  menyebut bahwa

banyaknya masjid yang beratap meru di awal-
awal kedatangan Islam di Jawa khususnya
adalah bagian dari akulturasi Islam dengan
budaya setempat yang sudah ada sebelumnya
di tempat tersebut. Kaidah Islam ketika itu
adalah kaidah baru yang belum dikenal
sebelumnya di tengah kaidah-kaidah Hindu-
Budha yang sudah lama dipraktikkan. Lalu
kaidah Islam dimasukkan sebagai bagian

peradaban baru dalam dunia jawa ketika itu
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dengan cara yang baik dan tidak memaksakan,
dalam hal ini dalam karya arsitektur.

Para juru dakwah dalam hal ini
menggunakan metode dengan menyesuaikan
atau melebur tradisi yang sebelumnya ada
dengan merubah keyakinannya tidak dengan
bentuk rupa tradisi itu sendiri. Keyakinan pada
atap meru untuk setiap bangunan adalah
keyakinan yang menyimpang dari syariat
Islam, itu yang dirubah, sedang bentuknya
tetap sama. Yakni dengan tetap membangun
seperti itu akan tetapi filosofi dan keyakinan di
balik atap meru itu yang dirubah. Dan
dimasukan ke dalamnya kaidah-kaidah
keislaman. Karena memang semua tradisi itu
masalahnya adalah dari sisi keyakinannya
bukan bendanya.

Secara sederhana, dalam masalah
berdandan dan berpakaian. Berpakaian yang
indah dan —mungkin bisa dikatakan- mahal,
secara zahir dan terlihat itu bisa juga berpahala
akan tetapi bisa jadi dosa. Jika seseorang
berpakaian bagus nan mahal itu bertujuan
dalam hatinya sebagai kesombongan dan
memamerkan kekayaan, tentu terlarang. Akan
tetapi jika berpakai bagus dan —mungkin-
mahal itu diniatkan sebagai bentuk syukur
kepada Allah Swt. atas nikmat yang diterima
dan juga penunaian syariat yakni menutup
aurat, tentu pakaian tersebut  justru
mendatangkan pahala. Pakaiannya tetap, akan
tetapi keyakinan dalam diri yang menjadi
motivasi di balik pakaian itu yang berubah.

Tidak perlu berganti dengan pakaian lusuh

yang kotor untuk menghindari kesombongan.

BEDUG MASJID

Masalah yang juga diangkat oleh penulis buku
selain masjid yang beratap meru, adalah
masalah bedug yang memang tidak sedikit di
antara Muslim Indonesia, melihat bedug
sebagai sesuatu yang baru alias bid’ah dan
tentu keberadaanya dilarang dalam agama.
Terlebih lagi beberapa di antara mereka
melihat bahwa memukul bedug sebelum
masuk waktu shalat adalah kebiasaan orang
non-muslim yang mana jika dikerjakan oleh
Muslim, berarti ia (muslim) telah melakukan
tasyabbuh, yakni menyerupai kebiasaan orang
non-muslim.

Penulis buku mengutip fatwa Syekh K.H.
Hasyim Asy’ari yang menyebut bahwa bedug
itu memang bid ‘ah, akan tetapi yang hasanah,
yakni bid’ah yang baik dan bisa terima oleh
agama alias tidak terlarang. Dalam
penjelasannya, pendiri organisasi Nahdhatul-
Ulama ini memberikan definisi bedug yang
berbeda dengan kubbah. Alat terakhir yang
disebut adalah alat yang secara eksplisit disebut
oleh Nabi saw.

Di dalam fatwanya, di dalam risalah yang
diberi nama: al-Risalah al-Musammahu bil-
Jasus fi Bayan al-Naqus, K.H. Hasyim Asy’ari

menjelaskan:

“Saya katakan bahwa, bedug tersebut
hukumnya boleh untuk tujuan yang
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telah disebutkan sebelumnya
(memberikan tanda masuknya waktu
shalat). Bahkan hal ini masuk dalam
bid’ah  hasanah. Imam al-Syafi’i
menjelaskan bahwa suatu perbuatan
baik yang diadakan dan tidak
bertentangan  dengan  al-Qur’an,
sunnah, Ijma’ dan atsar, maka itulah
bid’ah hasanah. Sedangkan sesuatu
vang diadakan dan bertentangan
dengan salah satu dari hal itu (al-
Qur’an, sunnah, Ijma’, dan Atsar)
maka itulah bid’ah yang sesat. Bedug
tersebut sesuatu yang baik yang
diadakan dan tidak bertentangan
dengan salah satunya, oleh karena itu
termasuk bid’ah terpuji, wallahu
a’lam”

Dan jika kita lihat ke belakang, lebih
tepatnya sejarah ke belakang ketika umat sudah
mulai banyak populasinya, dan tinggal di
tempat yang memang tidak dekat dengan pusat
dilaksanakannya shalat lima waktu, atau juga
tempat kerkegiaatan dan aktifitas yang sudah
menyebar ke banyak tempat. Lalu ditambah
lagi bahwa zaman dahulu tidak atau belum
ditemukan teknologi pengeras suara seperti
sekarang, rasanya bedug menjadi solusi bagi
permasalah umat ketika itu.

Kekuatan manusia untuk mengeraskan
suara agar orang-orang sadar dan mendengar
tanda waktu shalat tentu terbatas. Kalaupun
dipaksakan, mungkin suara nyaringnya hanya
sampai pada radius 20 meter, lebih dari itu
tidak lagi terdengar. Akhirnya, ulama-ulama
zaman itu mencari cara agar orang-orang
muslim di tempat tersebut tahu datangnya

waktu shalat dan muadzin pun tidak terlalu
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banyak  mengeluarkan  energi  untuk
mengeraskan suaranya, bahkan sekali pukul,
mungkin suaranya bisa terdengar hingga
melewati beberapa wilayah desa.

Hal yang menarik dari pemukulan bedug
ini adalah jika kita lebih jauh lagi melihat
kebiasaan yang sudah lama ada, pemukulan
bedug itu memiliki tatacara yang unik. Yakni
untuk menandai datang waktu shalat, bedug itu
ditabuh dengan tabuhan yang berirama, dari
nada randah dan halus, sampai pukulan tabuh
yang keras di akhirnya. Lalu dipisahkan
dengan sedikit jeda, dan setelah jeda pukulan
keras dengan jumlah pukulan sebanyak jumat
rakaat shalat yang masuk ketika itu. Jika shalat
zuhur, maka tabuhannya empat kali dengan
keras. Agar orang yang mendengar pun tahu,
waktu shalat apa yang masuk.

Dan agak berlebihan juga jika dikatakan
haram, atau bid’ah yang buruk. Toh bedug
yang dipakai oleh hampir seluruh muslim
Indonesia, tak sekalipun mereka pakai untuk
mengganti adzan yang merupakan ibadah
ritual yang diturunkan oleh wahyu. Akan tetapi
bedug itu dipakai sebagai tanda masuk waktu
shalat, bukan panggilan shalat. Panggilan
shalatnya tetap adzan, hanya saja didahului
dengan tabuhan bedug sebagai penanda waktu
shalat. Jika pun hanya adzan yang
berkumandang, khawatir suaranya tidak terlalu
kuat untuk menjangkau orang-orang yang

jaraknya jauh.
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Menjadi haram dan sangat tercela kalau
bedug yang digunakan itu dipakai sebagai
penggilan shalat pengganti adzan. Itu benar-
benar dilarang alias haram dan bid 'ah dalam
arti yang buruk. Karena penggilan shalat itu
syariatnya adalah adzan. Jika memang itu
diganti dengan tabuhan bedug, berarti itu
namanya membuat syariat baru yang tidak
diajarkan oleh Nabi Muhammad saw., dan
betul itu adalah bid’ah yang buruk.

Dan toh kalau pun bedug dikatakan
sebagai fasyabbuh, yakni menyerupai orang-
orang non-muslim, ini masuk dalam kategori
tasyabbuh yang dibolehkan dan tidka terlarang,
Imam Muhammad bin Ali Al-Hashkafi dari
kalangan petinggi madzhab Hanafi yang juga
pengarang  kitab  Al-Dur  Al-Mukhtar

mengatakan:
Cre G ERY (s i) £33 Gy
A Aoy Wby asadadl 8 o

"Tidak selamanya tasyabbuh (menyerupai
orang non-muslim) itu negative dan
dibenci.  Kecuali  tasyabbuh  pada
keburukan dan yang memang diniatkan
untuk meniru gaya mereka." (Al-Dur Al-
Mukhtar 1/624)

KESIMPULAN

Pada kenyataannya saat ini, definisi bid'ah
yang selama ini dipegang oleh kebanyakan
orang Muslim perkotaan pada khususnya, yang
mana maknanya itu sangat luas yaitu bahwa
setiap yang bagus dan tidak dikerjakan oleh
Nabi Muhammad saw. serta tidak terjadi di

zaman Nabi Muhammad saw. itu adalah
bid'ah, sehingga hal ini menjadi sangat
menyusahkan bagi kita semua dalam beragama
khususnya umat Islam. Oleh karena itu buku
ini seperti memberikan air di tengah
kekeringan yang telah melanda. Dari situlah
ternyata bid'ah itu bukanlah sebuah jenis
hukum melainkan ia adalah jenis pekerjaan
yang hukumnya dikembalikan kepada lima
hukum faglid yang sudah banyak dikenal oleh
kebanyakan muslim.

Apabila aktifitas atau kegiatan tersebut
sesuai dan bahkan mengarah kepada kaidah-
kaidah keharaman, maka hal

dihukumi haram. Begitu pula sebaliknya jika

tersebut

hal tersebut sesuai dan sejalan dengan kaidah-
kaidah kewajiban atau kesunahan maka ia
dihukumi sesuai dengan pendekatan hukum

yang relevan dan sesuai.
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A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish
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ch

kh

N

ITMES TRANSLITERATION SYSTEM
FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

OT| MT

| o= || 3
b |borp |l 3
p|p v
t t o
s s e
e C f
¢ ¢ L
h | h L
h h &
d| d o
z Zz [
r r ]

A

gh
f

q

CONSONANTS

B OT MT A P oT MT
z z z 4 | k |korg |korn |korn
zh j j ory | ory
s B s org | org
sh | s $ £-1 g g g

s s s d 1 1 1 1

Z z z ¢ |m | m m m

t t t [s) n n n n

z |z |z | +|n|n | n |n

‘ — 2 |w |voru v v
gh |gorg |gorg | & |y | ¥ y ¥
£lof | £ | s |

qa | k | k[ o

1 When h is not final. 2 In construct state: at. 3 For the article, al- and -1-.

ARABIC AND PERSIAN

V.
<

VOWELS

OTTOMAN AND MODERN TURKISH

Lang 'l wr 2 . words of Arabic
5 & & and Persian
origin only
S i i
Doubled :_s; iyy (final form 1) iy (final form 1)
w A
2—  uww (final form @) uvv
Diphthongs ;  auoraw ev
S aioray ey
Short - a aore
A
- u uoriifoord

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.
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